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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

I. Konsonan Tunggal

Berdasarkan surat keputusan bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988
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1. Bila dimatikan ditulis h
Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam
bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki
kata aslinya.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.
Contoh : 3l 44y ditulis Bidayatul Mujtahid

VII. Hamzah
1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang
mengiringinya. Seperti (! ditulis inna
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ’ ). Seperti
(20 ditulis Syai’un
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi
vokalnya. Seperti <l ditulis raba’ib
4 Tila terletak di tengah kata dan dimatikan. maka ditulis dengan lambang
apostrof (). Seperti 0236 ditulis ta’khuZuna
VIII. Kata sandang alif + lam
1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al
34l ditulis al-Bagarah
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ‘i’ diganti dengan huruf syamsiyah yang
bersangkutan.
slull  ditulis an-Nisa’
IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.
o= 5 8 ditulis zawil furid atau zawi al-furud

aaud Jaf ditulis ahlus sunnah atau ahl al-sunnah



II. Konsonan rangkap
Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.
Contoh: J3 =nazzala
U&= Dbihinna
II. Vokal Pendek
Fathah () di tulis a, kasrah ( ___) ditulis i, dan dammah ( " ) ditulis u.

IV. Vokal Panjang
Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis 1 dan bunyi u panjang ditulis u,
masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya
1. Fathah + alif ditulis a

M ditulis fala
2. Kasrah + ya’ mati ditulisi
Jadi dit ulis tafsil
3. Dammah + wawu mati ditulis u
Jyal  ditulis ugul
V. Vokal rangkap
1. Fathah + ya’ mati ditulis ai
3 ditulis az-Zuhaili
2. Fathah + wawu mati ditulis au
4yl ditulis ad-daulah

VI. Ta’ marbutah di akhir kata
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Genderang pembaharuan hukum Islam yang mulai berdentum pada awal abad
ke-20 membawa negara-negara muslim ke arah kehidupan hukum yang lebih baik.
Demikian pula halnya dengan hukum keluarga Islam yang disebut-sebut sebagai
inti syari’ah. Negara-negara Islam yang baru ini mencoba membenahi dan
memproduksi berbagai konstitusi dan undang-undang yang mengatur kehidupan
bernegara, termasuk dalam bidang hukum keluarga.”

Pembaharuan dalam bahasa Indonesia lebih sering dimaknai juga dengan kata-
Kata modcrn, modernisasi ataw modernisme,” berimplikasi luas pada (atanan
kehidupan keluarga ke arah remedialisme, bahkan iebih jauh dalam kontcks
bernegara sebuah perkawinan telah diatur dengan sedemikian jelasnya. Satu hal
yang perlu dicatat, mengapa baru pada fasc ini gerakan pembaharuan baru dimulai,

adalah adanya kenyataan bahwa negara-negara muslim baru saja satu persatu lepas

dari hegemoni dan imprealisme Barat.”

Y Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, (New Delhi: Akademi of Law and
Religion, 1987), him. 4.

? Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: UT Press, 1985), Cet. I, him. 33.
? Joseph Concard membahasakannya dengan sangat nyata, bahwa baginya setiap jelajah negara

baru (termasuk daerah-daerah Islam) yang pernah dijajah Barat adalah memberi sinar ruang yang gelap
gulita sehingga memaksa mereka untuk memulai dengan pola kehidupan baru dari titik terendah.



Dalam upaya reformasi hukum ini, fokus utamanya mengarah pada status
hukum personal yang selama ini masih diatur dalam ketentuan kitab-kitab figh klasik.
Mayoritas pemerintah negara muslim menjalankan versi hukum keluarga yang sudah
dikodifikasi, yang sekaligus sebagian besar materi undang-undangnya atau ketentuan
peraturan yang terdapat di dalamnya banyak menyimpang secara drastis dari doktrin
mazhab hukum yang telah mapan. Untuk mengurangi keberatan kaum konservatif,
reformasi sering dilakukan secara tak langsung melalui jalur prosedural.4) Usaha-usaha
tersebut di atas dilakukan guna menjaga sakralitas perkawinan tersebut agar tidak
terdistorsi. Begitu juga dengan topik poligami dan perceraian yang oleh sebagian besar
pemerintah negara-negara muslim mensyaratkan agar perkawinan atau perceraian
tersebut tunduk pada formalitas birokrasi dan kondisi tertentu.

Beberapa dari aspek-aspek kehidupan yang sampai saai int ferus perianjui
adalah dalam wilayah Hukum Kcluarga dan masih pembentukannya terus mencrus
dalam dunia Islam, yang juga mengambil bentuk hukum tradisional, yakni hukum
personal (keperdataan) dan masalah-masalah keluarga yang termasuk perkawinan,
perceraian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan harta benda,
lembaga perwalian, pewasiatan dan pewarisan. Status hukum Islam, bagaimanapun
terus mengalami kemandekan, kecuali di beberapa negara terhadap status hukum

perdata (al-ahwal al-syakhsiyyah) atau hukum-hukum hak-hak kehidupan keluarga

» Sebagai contoh hukum baru yang mempunyai dan menuntut persyaratan bahwa pernikahan
harus dicatat agar sah secara hukum dan bahwa pasangan harus sudah mencapai usia minimum tertentu
adalah untuk mengahalangi pernikahan dini dan perkawinan paksa ( keinginan sepihak), Khoiruddin
Nasution, “Perkawinan Sirri dan Antar Agama: Fenomena Perkawinan di Indonesia”, makalah pada
seminar [slam dan Tantangan Modernitas dalam Perkawinan, KMA PBS IAIN Sunan Kalijaga tanggal
22 November 1997.



(huquq al-aila) masih terus dilestarikan. Selebihnya, dalam wilayah tersebut (hukum
personal dan keluarga) telah banyak mendapatkan pengaruh luar akibat modernisasi
zaman. Kedua hal tersebut, karena digunakan di berbagai belahan negara-negara
muslim, seperti discbutkan di atas bisa menutupi, kemudian bagaimanapun sebagai
pengganti untuk hukum keluarga.”

Hampir seluruh negara muslim sekarang bergerak ke arah mempersempit
terjadinya poligami. Lokomotif reformasi hukum keluarga adalah Turki, ketika negara
ini menerbitkan Otfoman Law of Family Rights (Qanun al-Qasshas al-Huquq al-Ahali
al-‘Usmaniyya), yang kemudian dikuti oleh ncgara-negara muslim lainnya, seperti
Tunisia, Mesir, Syiria, Sudan, juga Indonesia dan negara-negara lainnya.®

Secara umum, substansi undang-undang hukum keluarga di dunia Islam modern
ini tclah beranjak dari koastruksi wacdna figh klasik dan mencoba untuk mcemecahkan
petsvalan kelimpangan hak-hak waniia daiam perkawinan (smaritai rights) diakui. Hai
ini juga seiring dengan bergulir dengan tiada tanpa henti wacana pemberdayaan
perempuan dalam scgala bidang dan mcnuntut persamaan, juga dalam bidang
perkawinan. Hal karena kerapkali secara substansial kaum perempuan adalah bagian
dari korban kejahatan dalam perkawinan atau rumah tangga.

Dalam konteks demikianlah, perlunya suatu negara memproduksi dan
membenahi aturan-aturan hukum yang ada selama ini ke arah yang lebih baik. Di

sinilah perlunya pembentukan konstitusi atau undang-undang yang lebih peduli dan

*) Tahir Mahmood, Iamily Law Reform in the Muslim World, (New Delhi: The Indian Law
Institute, 1972), him. 2.

% Tahir Mahmood, Personal, him. 12.



mengakomodir kondisi kontemporer serta sensitif terhadap persoalan ketidakadilan
jender dengan pijakan pada interpretasi yang progresif dalam ranah perkawinan,
perceraian, poligami dan hak-hak kesctaraan lainnya dalam ranah kehidupan sehari-
hari.

Walaupun demikian, masih saja ada negara yang tetap memakai kitab-kitab
figh sebagai undang-undang hukum keluarga, dan dalam hal inilah, Anderson mencatat
tipologi dari variasi pcrundang-undangan yang ada di berbagai belahan dunia Islam
modern. Pertama, negara yang sama sekali tidak melakukan perubahan sama sekali dan
masih tetap memberlakukan hukum keluarga sebagaimana yang tertuang dalam kitab-
kilab figh mazhab yang dianut, dimana syari’at diberlakukan sebagai hukum utama,

diantaranya dalam hal ini adalah negara Saudi Arabia dan Afrika Utara serta negara-
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meninggalkan hukum keluarga lilam

ga lslam dan menggantinya dengan Hukum Sinil Fropa
yang sckuler, seperti Turki, dan ketiga, negara yang bcrusaha mengkompromikan
kedua kecenderungan yang ada tersebut yakni memberlakukan hukum keluarga Islam
yang telah diperbaharui, yakni Tunisia, Indoncsia, Mesir, Pakistan dan Syiria.”

Perubahan dalam substansi hukum keluarga seperti yang telah diterapkan oleh

pengadilan dalam beberapa dekade belakangan ini, mempunyai arti sosial dan moral

yang sangat dalam.” Dcmikian juga dengan wacana poligami akan sclalu menjadi

7). N. D. Anderson, Islamic Law in Modern World, (London: Sweet and Maxwall Ltd, 1956),
him 82-83. Bandingkan dengan Tahir Mahmood, amily, hlm 2-3.

® Hal dapat dilihat pada bertambahnya status wanita menjadi lebih baik, umpamanya dalam
membatasi hak-hak suami dalam poligami secara bebas, atau dalam mencegah kesewenang-wenangan



wacana aktual, kontroversial dan menarik untuk diperdebatkan.” Hal ini dikarenakan
poligami dianggap sebagai satu hal yang paling ‘memalukan’ dari ajaran Islam, sama
dengan perbudakan. Variasi dan ragam pendapat ulama dan tokoh-tokoh cendekiawan
dilandasi oleh heterogenitas alasan mengemuka seiring dengan perkembangan dan
kosmopolitanisme zaman.

Mayoritas ilmuan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah
boleh secara mutlak maksimal empat orang istri. Sementara mayoritas pemikir
kontemporer dan perundang-undangan muslim modern membolehkan poligami dengan
syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu yang sangat tcrbatas. Lebih dari itu juga,
muncul pemikir dan undang-undang perkawinan muslim yang mengharamkan poligami
secara mutlak.

UBerbagal upaya ictormasi atau modernisasi hukum telah banyak difakukan di
verbagai negara-negara musiim icntang staius hiukum poligami tciscbut. isu iciscbui

dapat dilihat pada fenomena pembaharuan hukum yang terdapat di Turki, dimana

suami dalam memutuskan perceraian secara sepihak, Noel J. Coulson, Konflik Dalam Yurisprudensi
Islam, alih bahasa: Fuad Zein, (Yogyakarta, Navilla, 2001), hlm 120.

9) Jika dicermati undang-undang Hukum Keluarga di dunia Islam yang telah diberlakukan pada
abad ke-20 ini, ternyata selain tema poligami, masih ada 12 masalah pokok lainya yang mendapat
perhatian dan merupakan aspek-aspek dalam hukum keluarag yang menjadi tema sentral reformasi, yakni;
masalah pembatasan umur minimal untuk kawin bagi laki-laki dan wanita dam masalah perbedaan umur
anatar pasangan yang hendak kawin, masalah peranan wali dalam nikah, masalah pendaftaran dan
pencatatan prkawinan, masalah keuangan perkawinan: maskawin dan biaya perkawinan, masalah nafkah
istri dan keluarga serta rumah tinggal, masalah talak cerai di muka pengadilan, masalah hak-hak wanita
yang dicerai suaminya, masalah masa hamil dan dan akibat hukumnya, masalah hak dan tanggung jawab
pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian, masalah hak waris, termasuk bagi anak-anak yang ditinggal
meningga terlebih dahulu, masalah wasiat bagi ahli waris, dan masalah keabsahan dan pengelolaan wakaf
keluarga. Lihat M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad Anara Tradisi dan  Liberasi,
{Yogyakarta: Titian llahi Press, 1999), him. 178.



secara tegas menyatakan diri sebagai negara sekuler,'” negara pertama yang
mengadakan pembaharuan, yang meskipun harus merasakan pahit getirnya terobosan
itu akibat tuntutan antara mensckulerisasikan hukum dengan prinsip-prinsip Syari’ah.

Negara Turki memberlakukan hukum perdata yang baru pada tahun 1926 yang
didasarkan pada hukum Switzerland. Pada tahun 1928 menyusul penghapusan Islam
scbagai agama negara. Pada tahun 1934 wanita Turki mendapat hak untuk memilih dan
dipilih. Berdirinya Republik Turki dan terjadinya rcvolusi Turki mcngharuskan
legislasi Undang-undang Sipil Turki yang baru, sesuai dengan tuntuan negeri ini
dengan cepat dan perlindungan terhadap peradilan Turki dari dilemanya, pemiskinan
dan posisi yang primitif. Dengan mengingat tujuan ini, Undang-undang Sipil Turki
yang baru disusun diambilkan dari undang-undang Swiss tersebut merupakan Undang-
undang yang paling akhir diaptara usidang-undangg@ipi! lainnys. Undang-undang Sipil
Turki vang baru terschut melarang poligami secara mutlak, karena hal terschut
dianggap scbagai pclecehan terhadap hak-hak wanita. .

Mencermati tipologi perundang-undangan negara muslim pola Anderson di
atas, Saudi Arabia adalah bagian dari ncgara muslim yang sangat lamban, untuk tidak

mengatakan tidak melakukan pembaharuan hukum sama sekali dan masih tetap

10) Turki jelas-jelas menyatakan diri sebagai negara sekuler. Dalam pasal 1 Undang-Undang
Dasar baru Turki Tahun 1924 ditegaskan bahwa negara Turki adalah: 1) Republik, 2) Nasionalis, 3)
Kerakyatan, 4) Kenegaraan, 5) Sekuleris dan 6) Revolusionis. Pada pasal 3 menyatakan bahwa
kedaulatan dengan tanpa syarat berada di tangan bangsa dan menurut pasal 88 semua warga negara Turki
tanpa membedakan agama dan suku disebut bangsa Turki, lihat lebih lanjut tentang sistem politik di
Turki, lihat Munawwir Sadjali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta:
Universitas Indonesia Press, 1993), Edisi 5, hlm. 225-228.

11) Mukti Ali, Islam dan Sekulerisme di Turki Modern, (Jakarta, Djambatan, 1994), him. 173.



memberlakukan hukum keluarga seperti yang termuat dalam kitab-kitab figh yang
dianut.'?

Fenomena ideologi yang dianut di Saudi Arabia adalah wahhabiyah dan untuk
mengatur detail permasalahan hukumnya, figh mazhab Hanbali menjadi rujukan dan
sandaran utamanya. Hal ini karena mazhab Hanbali adalah mazhab yang sesuai
sifatnya yang puritan dan dianggap paling dekat dan paling scsuai dengan al-Quran,
Sunnah dan tradisi Sahabat. Maka untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang
hukum keluarga Saudi Arabia, dalam hal ini adalah masalah poligami, jalan tunggal
yang harus ditempuh adalah dengan menelusuri isi figh mazhab Hanbali. Sehubungan
dengan masalah poligami, hal tersebut berimplikasi pada eklektisme prakiek poligami.
Walaupun dalam mazhab ini ada juga syarat-rukurmya, namun alih-alih demikian tidak
menunjukkan sisi keberanjakan yang signiﬁkan.m

Untuk kontcks Indoncsia, dasar dan prinsip perkawinan adalah monogami. Hal
ini termaktub dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun
demikian, masih ada dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan maksimal
sampai empat orang istri dengan persetujuan istri-istrinya.'® Hal tersebut harus juga
memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif, sechingga cenderung dapat dikatakan

bahwa praktek poligami cukup dipersulit.

12) Tahir Mahmood, Family, him. 3.
13) Ibid.

14) UU No. 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 2 menyatakan: “Pengadilan dapat memberikan izin bagi
suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.



Dengan menggunakan pengelompokan yang ditawarkan Tahir Mahmood dalam
masalah poligami, yakni: 1) boleh poligami mutlak, 2) poligami dapat menjadi
ancaman cerai, 3) poligami harus ada izin pengadilan, 4) pembatasan poligami lewat
kontrol sosial, 6) dikenakan hukuman bagi vang melanggar aturan noligami.® kita
dapat membuat penilain-penilaian tentang mana yang progresif, mana yang evolutif;
dan mana yang resistensif terhadap pembaharuan hukum keluarga sclama ini.

Penyebab utama terjadinya kebijakan dari negara yang dimaksudkan di atas,
adalah tidak lepas dari kondisi sosial dan ideologi politik yang melingkupinya,
schingga dalam skripsi ini penyusun juga akan mencoba mendeskripsikan pada
ketentuan yang berlaku di negara-negara yang diasumsikan mempunyai status hukum
poligami yang sangat bervariasi. Telaah keberanjakan dari mazhab figh yang dianut

ns\a ; ‘,.(.'ha ‘l”‘ atan < I 4 €L

k4 atan sosio-politik dan normatit-hisioris van
suatu negara.

Pemilihan sampel negara Turki, Saudi Arabia dan Indonesia dalam hal ini
didasarkan pada sampel dengan tujuan tertentu (purposive sample). Negara-negara
yang disebut di atas adalah cermin dari negara-negara muslim kontemporer deanagn
jumlah penduduk muslim secara mayoritas, dan ideologi politik yang dianut negara-
negara tersebut penyusun anggap mewakili variasi ideologi politik dan sistem sosial

masyarakat kontcmporcr lainnya.'® Status poligami yang variatif di masing-masing

negara ini cukup mencerminkan problematisnya dan kontroversialnya hukum poligami

15) Tahir Mahmood, Family, hlm. 275-278.

i Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),
hlm, 58-59.



dalam masyarakat modern dan kontemporer ini. Penentuan sampel negara-negara di
atas juga bertujuan untuk mendekati pembahasan konteks historis munculnya status
hukum poligami, dan sekaligus menganalisis konsepsi poligami yang sesuai dengan
nilai-nilai dan etika Islami dalam ranah kebijakan suatu negara.

Sistem sosial suatu masyarakat juga perlu diketahui, agar dapat digali dasar
berlakunya hukum. Hukum yang baik adalahg hukum yang berlaku atas dasar tiga
faktor, yakni faktor-faktor yuridis, filosofis dan sosiologis,'” dan perlu diketahui juga
bahwa sistem hukum tersebut adalah merupakan pencerminan daripada suatu sistem
sosial di mana sistem hukum tersebut inheren di dalamnya, schingga dari sini pula
dapat dilahat adakah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dengan adanya sarana

hukum yang dipergunakan dalam suatu masyarakat.m

R Pokok Masalah
Dengan mencermati latar belakang di atas, maka di sini dapatlah diajukan
pertanyaaan mendasar sebagai pokok masalah:
1. Bagaimana status hukum poligami dalam pcrundang-undangan atau ketentuan
normatif negara muslim kontemporer, yakni di Turki, Saudi Arabia dan Indonesia,
2. Bagaimana komparasi status hukum poligami di masing-masing ncgara muslim

tersebut sejalan dengan semangat pembaharuan hukum.

'™ Lebih jauh tentang makna yuridis, folosofis dan sosilologis ini, lihat Soerjono Soekanto,
Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, (Jakarta, Rajawali Press, 1982), hlm. 150-151.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Tujuan penyusunan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji secara
mendalam tentang bagaimana status hukum poligami dalam perundang-undangan atau
ketentuan-ketentuan negara muslim kontemporer dan sekaligus komparasi statusnya
dalam perundang-undangan negara muslim sejalan dengan semangat reaktualisasi
hukum, khusunya dalam bidang hukum keluarga kontemporer di belahan negara-negara
muslim, dan dalam hal ini juga akan ditilik terlebih dahulu status hukum poligami yang
sejak dulu telah menjadi institusi problematis.

Penelitian diharapkan akan sangat bermanfaat scbagai bahan kajian
perbandingan tentang status hukum poligami di antara negara-negara muslim tersebut.
Selanjutnya juga diharapkan akan dapat dijadikan bahan tinjauan ulang dalam
merumuskan kembali konsep hukum perkawinan yang sciama ini tcrdapat di berbagai
ncgara-ncgara muslinn kontemipoier, dan juga di Indonesia yang akhii-akhic im
mendesak untuk direvisi atau didekonstruksi atas materi undang-undangnya. Ini
disebabkan dengan makin gencarnya tuntutan perempuan dan pemikir modernis
lainnya untuk mewujudkan wacana hukum yang lebih family oriented, dan untuk lebih

mendapatkan aturan yang lebih sesuai dengan konteks kontemporer.

D. Telaah Pustaka
Isu poligami scbenarnya telah menjadi wacana yang cukup aktual dan relevan
untuk dikaji dari berbagi perspektif, hal ini disebabkan karena adanya tarik-menarik

antara pemuja Barat dan pihak yang tetap konstan dengan (radisi figh yang
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konservartif. Inilah yang kemudian menimbulkan polemik di kalangan yuris muslim
dan akhirnya melahirkan gagasan modernisasi hukum keluarga muslim yang ada.
Sesuai dengan referensi yang ada, disepakati bahwa pembaharuan undang-
undang keluarga muslim tentang poligami tidak menunjukkan perkembangan yang
cukup drastis. Sebagai negara radikal, hanya Turki dan Tunisia sajalah yang cukup
ckstrem dalam hal ini yang mempunyai kebijakan lain dengan negara lainnya, dimana
keduanya berani meclarang praktek poligami bagi penduduknya dan sekaligus
memberikan sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut. Sedangkan Indonesia dalam
konteks UU Hukum Keluarganya sampai saat ini masih dalam kategori yang cukup
mempersulit terjadinya poligami. Sedangkan Saudi Arabia dalam hal ini cukup mudah

dalam membiarkan praktek poligami ini terjadi dan tanpa kebijakan yang berarti untuk
i??\”i‘f‘ah'rﬁﬁfiiﬁ:\/ﬁ

Kajian tentang wacana pemhaharnan nndang-undang keluarga muslim ditulis
Tahir Mahmood dalam Family Law Reform In the Muslim World dan Personal Law in
Islamic Countrics yang kemudian buku kedua ini direvisi dengan judul Statutes of
Personal Law in Islamic Countries: History, Texts and Analysis. Dalam bukunya
tersebut, Tahir Mahmood menjelaskan sejarah pembentukan perundang-undangan
beberapa negara-negara muslim dan proses keberanjakannya dari kitab-kitab figih
tardisional menuju undang-undang muslim kontemporer. Sejarah keberanjakan Turki
dan negara-negara muslim lainnya juga dibahas termasuk Indoncsia dalam proses

pembaharuan hukumnya dan pembentukan undang-undang sipilnya, namun

pembahasannya cukup singkat karena yang dicakup juga sckitar pcmbcentukan
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perundang-undangan masing-masing negara. Satu hal juga yang perlu dicatat, bahwa
dalam buku tersebut Tahir Mahmood membuat kategori tentang status poligami yang
terdapat dalam perundangan-undangan negara-negara muslim.

Demikian juga karya J. N. D. Anderson, Law Reform in the Muslim World,
yang merupakan penyempurnaan terhadap edisi sebelumnya, Is/lamic Law in the
Modern World (alih bahasa oleh Mahnun Husein), secara umum membahas empat hal
pokok, yakni: latar belakang dan tuntutan pembaharuan Hukum Keluarga, filsafat dan
metode pembaharuan hukum keluarga, hasil-hasil pembaharuan Hukum Keluarga dan
masalah-masalah serta prospek Hukum Keluarga di masa mendatang.

Buku berjudul Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-
undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, yang pada
awainya adaiah discrtasi Dr. Khoiruddin Nasution dan ditcibitkan oleh INIS. Hai
mcnjadi tema peiclitiannya adalah berkenaan sekitar ieniang siatus hukum perkawinan
di Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia, dan sekaligus menelaah secara
singkat peraturan perundang-undangan beberapa negara muslim lainnya scbagai kajian
perbandingan. Fokus yang secara cermat diteliti adalah perbandingan kasus
perkawinan di Indonesia dan Malaysia dalam empat hal pokok, yakni: poligami,
pencatatan perkawinan, peran wali dan kebebasan mempelai wanita dalam perkawinan
dan proses perceraian dengan melihat status wanita dan keberanjakan Undang-undang
Perkawinan kedua negara dari kitab-kitab figh mazhab yang ada.

Adapun buku yang ditulis Frank E. Vogel yang berjudul Is/amic law and Legal

System Studies of Saudi Arabia membahas sekitar mazhab hukum yang dianut di
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Saudi Arabia konsep ijtihad dan kedudukan raja sebagai pemberi hukum dan
pembentuk undang-undang dalam kehidupan masyarakat Saudi Arabia.

Tema pembaharuan hukum yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam ranah
hukum keluarga cukup banyak mengemuka, salah satunya adalah buku Ahmad Rofiq
yang berjudul Hukum Islam di Indonesia, membahas eksistensi hukum Islam di
Indonesia, sejarah kodifikasi hukum perkawinan, proses perumusannya dan kekuatan

hukumnya saat ini.

E. Kerangka Teoretik *dd%)

Hukum Islam hendaknya dipahami sebagai upaya, hasil interkasi penerjemahan
antara wahyu dan respon yuris muslim terhadap persoalan-persoalan sosio-politik,
sosio-kultural yang dihadapinya. Karena itu jika hukum Islam tidak responsif terhadap
berbagai persoalan umat yang muncul karena perubahan zaman, hukum Islam tersebut
harus direvisi, diperbaharui, bahkan kalau mungkin dengan hukum Islam yang baru
sama sckali. Hal ini menunjukan bahwa perubahan masyarakat atau perubahan sosial
merupakan salah satu faktor yang menuntut adanya perubahan hukum.'” Kerangka
pemikiran di atas, merupakan pendekatan aiternatif dalam studi dan pemikiran hukum
Islam. Dalam kaitan inilah, mempergunakan pendekatan sejarah dalam meninjau
ketentuan normatif dan positivisasi hukum Islam menjadi signifikan.

Berbagai upaya modernisasi hukum telah banyak dilakukan di berbagai belahan

negara-negara muslim, namun pembaharuan yang dilakukan negara-negara tersebut

) Taha Jabir al Alwani, Metodologi Hukum Islam Kontemporer, alih bahasa: Yusdani, dalam
Kata Pengantar Penerjemah, (Yogayakarta, UII Press, 2001), hlm. ix-x.
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belum seluruhnya merata. Isu ini dapat dilihat dengan apa yang telah terjadi di Turki
dengan proses sejarah sekulerisasinya yang cukup berhasil. Turki, dimana secara tegas
menyatakan diri sebagai negara sekuler yang merupakan negara yang paling awal
mengadakan pembaharuan di bidang hukum keluarga sebagai akibat kebijakan
pemerintahan politik di sana. Perkawinan poligami dalam peraturan perundang-
undangan Sipil di Turki sebagai hasil pengadopsian hukum dari Swiss dengan tegas
melarang praktek poligami.

Hampir seluruh dunia Islam sekarang bergerak ke arah mempersempit
terjadinya poligami. Praktek seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri yang
disebut poligami selalu merupakan masalah yang problemtik, aktual, kontroversial dan
selalu menarik untuk dikaji dalam wacana masyarakat modern. Poligami tidak hanya
menjadi wacana perdebaian dalam dunia isiam, ieiapi juga di dunia Barai. Mereka
menganggap poligamilah penycbab kemunduran dan keterbelakangan dunia Islam.
Sementara di dunia Islam, setelah mendapat pengaruh dari Barat. Poligami menjadi
obyek diskusi yang kontroversial dan tiada henti di kalangan pelajar.””

Upaya pembaharuan adalah upaya reaktualisasi atau dekonstruksi dan

rekonstruksi hukum Islam yang mapan dalam kitab-kitab figih yang selama ini tentang

0 Raja El-Nimr, “Perempuan dalam Hukum Islam”, May Yamani (ed), Feminsime Islam, terj
Purwanto, (Jakarta, IKAPI, 2000), him. 133.
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poligami yang begitu mudah memberikan izin poligami dan karenanya disalahgunakan
sehingga menjadi sumber kesengsaran wanita.”"

Perspektif historis sangat diperlukan untuk menjelaskan persoalan poligami
dalam kehidupan masyarakat muslim kontemporer, utamanya untuk melihat dinamika
perubahan yang terjadi akhir-akhir ini. Mengingat bahwa sekarang di dunia muslim
kontemporer ada kebutuhan cukup mendesak tentang perlunya mengkaji secara cermat
dan kritis tentang isu-isu yang menghalangi aspirasi dunia muslim bagi perkembangan
disemua sektor kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, pendidikan, hukum
ataupun hak-hak asasi manusia.

Adapun kerangka teoretik yang digunakan dalam melihat keberanjakan dari
konsep tradisional ke era kontemporer, yang pada gilirannya untuk melihat potret
pembaharuan Hukum Keiuarga yang terjadi, khususnya daiam bidang poligami adaiah
tipologi pembaharuan yang (clah dikclompokkan Anderson, yakni: 1) negaia yang
sama sekali telah meninggalkan hukum syari’at, 2) negara yang sama sekali tidak
melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarga, dan 3) negara yang memberlakukan
Hukum Keluarga yang didalamnya telah diadakan pembaharuan terhadap materi
hukum Islam atau merupakan kombinasi antara hukum tradisional (klasik) dan
konsepsi hukum modern.

Hukum Keluarga merupakan hukum yang mempunyai posisi penting dalam

Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti Syari’ah. Hal ini berkaitan dengan

UM Atho Mudzhar, “Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawwir Sadzjali di Dunia
Islam” dalam Kontekswualisasi Ajaran Islam 70 tahun Munawwir Sadjali, (Jakarta, Paramadina, 1995),
hlm. 318.
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asumsi umat Islam yang memandang Hukum Keluarga sebagai pintu gerbang untuk
masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. Secara global dapat dikatakan bahwa dalam
Hukum Keluarga, Syari’at Islam masih berlaku bagi ratusan juta atau lebih umat Islam
sedunia. Bahwa wilayah pengaplikasian aturan hukum dalam suatu komunitas, dan
syarat yang harus dipenuhi agar aturan tersebut dapat dikuti oleh masyarakat adalah
jikalau aturan tersecbut sesuai dengan nilai yuridis, filosofis dan sosiologis yang
dimiliki masyarakat yang bersangkutan, atau konstruksi hukum sebaagi refleksi
kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pendekatan sejarah sosial ini penting artinya, karena beberapa pertimbangan,
pertama, untuk meletakkan produk pemikiran hukum Islam pada tempatnya yang
proporsional, kedua untuk memberikan keberanian bagi para pemikir lainnya agar tidak
ragu-ragu, biia merasa periu untuk meiakukan perubahan suatu produk pemikiran
hukum karcna scjarah sosial tclah imcmbuktikan bahwa winat Istam di berbagai penjuru
dunia telah melakukannya tanpa sedikitlpun merasa keluar dari hukum Islam.
Pendekatan ini berfungsi menelusuri bukti-bukti scjarah dan sebagian dari bukti-bukti
itu adalah adanya pengaruh faktor-faktor lingkungan sosial-budaya dalam
meninventarisasi peraturan doktrinal hukum dalam bentuk kitab-kitab figih, aturan
perundang-undangan negeri-negeri muslim yang positif berlaku, keputusan pengadilan

dan fatwa ulama, atau pcndapat sarjana hukum terkemuka,”®

F. Metode Penelitian

??) Taha Jabir al Alwani, Mefodologi, him. x.
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1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (/ibrary research), maka teknik yang
digunakan adalah pengumpulan data secara literer, yakni penggalian bahan-bahan
pustaka yang koheren dengan obyek pembahasan.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriftif-komparatif; yaitu menuturkan, menggambarkan
dan mengklarifikasikan secara obyektif data-data tentang peraturan-peraturan
doktrinal hukum negara-negara muslim yang dikaji, sekaligus membandingkan dan
menganalisis data tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan pencliti dalam hal ini adalah
pendekaian pormalfi-hisiorrs. Pendekaian normaiif adalah pendekaian dengan cara
menycelidiki sccara mendalam peraturan atau ketentuan-ketentuan doktrinal dalam
perundang-undangan atau aturan hukum yang terdapat di suatu negara. Pendekatan
historis adalah dengan melacak proses muncuinya gagasan dan ide pembaharuan untuk
menjawab permasalahan dalam penelitian.

2. Sumber Data.

Adapun sumber pokok konsep pembaharuan dalam Hukum Kecluarga muslim
kontemporer adalah peraturan perundang-undangan keluarga yang terdapat di Turki
dan Indonesia. Sedangkan untuk konteks Saudi Arabia, karena sampai saat ini belum
mempunyai kodifikasi undang-undang hukum keluarga, akan dilacak pada mazhab

hukum yang dianutnya, yakni kitab-kitab mazhab Hanbali. Adapun untuk tema
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pembaharuan, sumber-sumber primer penyusun dalam hal ini adalah buku-buku Tahir
Mahmood, yakni Personal Law in Islamic Countries, Family Law Reform in the
Mouslim World dan direvisi pada tahun 1995 dengan judul Statutes of personal Law in
Islamic Countrie: History, Texts and Analysis, serta buku-buku yang membahas sekitar
proses pembaharuan yang terdapat dalam Hukum Keluarga Islam seperti Hukum Islam
di Dunia Modern (Is/lamic Law in Modern World) karya J. N. D. Anderson. Juga karya
Frank E. Vogel yakni Islamic Law and Legal System Studies of Saudi Arabia. Untuk
konteks Indonesia, buku yang diedit oleh Amrullah Ahmad yakni Dimensi Hukum
Islam dalam Sistem Hukum Nasional, serta buku Hukum Is/lam di Indonesia karya
Ahmad Rofigq.

Sedangkan sumber sekunder yaitu beberapa tulisan lepas, artikel atau buku-
buku lainnya yang secara cksplisit berkaitan dengan wacana pecmbaharuan hukum
Islam khususnya dalam ranah Hukum Keluarga di dunia modern.

3. Pengumpulan Data.

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam hal ini adalah tekhnik
pengumpulan data literer, yakni penggalian data atau informasi yang searah dengan
obyek pembahasan yang dimaksud guna mendapatkan suatu perbandingan yang utuh.

4. Analisis Data.

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam hal ini adalah dengan
metode analisis isi (confent analysis) dan komparatif, yaitu menganalisis data-data
yang termuat dalam undang-undang atau ketentuan-ketentuan hukum tersebut tentang

tema poligami di Turki dan proses terbentuknya untuk selanjutnya dibandingkan
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dengan perundang-undangan atau ketentuan hukum masing-masing negara yang lain,

dalam hal ini di Indonesia dan Saudi Arabia.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah dimulai dengan Bab
pertama yang merupakan Pendahuluan, yang umumnya meliputi: Latar Belakang
Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka
Teoretik, Metode Penelitian, dan diakhiri dengan Sistematika Pembahasan. Pada bab
ini unsur-unsur dikemukan terlebih dahulu untuk mengetahui secara cermat pokok
masalahnya dan signifikansi penelitian., sejauh mana penelitian dalam tema atau hal
ini sama telah dilakukan dan teori apa yang digunakan untuk menguraikan subyek
permasaian iersebui.

Bab  kedua dilanjutkan dengan ulasan  sckitar wacana poligami  yang
berkembang dalam hukum Islam, yang dimulai dari poligami pra-Islam, zaman Islam
alau poligami dalam lintasan scjarah, masa ulama-ulama tradisional, serta pemikiran
ulama atau pemikir modern tentang status poligami dalam menyikapi perubahan
situasi dan kondisi.

Bab ketiga membahas sekitar aspek pembaharuan hukum keluarga sejarah
munculnya perundang-undangan perkawinan muslim Kontemporer di Turki, yang
dicatat scbagai lokomotif reformasi hukum keluarga, kemudian dibandingkan juga
dengan paparan aspek pembaharuan hukum yang terjadi di Saudi Arabia scbagai negara

yang termasuk lambat atau untuk mengatakan tidak melakukan pembaharuan sama
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sekali, dilanjutkan dengan Indonesia sebagai tipe negara yang melakukan pembaharuan
hukumnya dengan usaha mengkompromikan kedua kecenderungan yang ada tersebut,
yakni memberlakukan hukum keluarga Islam yang telah diperbaharui. Selanjutnya
ditelaah secara singkat substansi ketentuan hukum keluarga masing-masing negara,
dan prosesi keberanjakannya dari wacana pembaharuan hukum dalam memecahkan
permasalahan poligami secara khusus, karena ditemukannya adanya ketimpangan hak
antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga schingga hak-hak perempuan dalam
keluarga (marital rights) juga diakui.

Bab kempat dilanjutkan dengan studi analisis terhadap ketentuan-ketentuan
hukum keluarga di negara-negara dimaksud dalam menyikapi praktek poligami. secara
substasninya Kasus seperti di Turki akan coba ditinjau konteks munculnya
dibandingkan dengan ketenluan-ketentuan hukum di negara-negara muslim yang lain,
dalam hal ini Saudi Arabia dan Indonesia sebagai kajian perbandingan yang penyusun
anggap signifikan. Juga akan coba penyusun teliti metode pembaharuan yang menjadi
ciri khas masyarakat di negara-negara yang telah discbutkan di atas.

Kemudian pembahasan diakhiri dengan bab kelima dengan penutup yang

berupa kesimpulan dan saran-saran.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam konteks undang-undang atau ketentuan hukum keluarga di berbagai
negara Islam, dapat ditemukan tentang status hukum poligami di Turki, Saudi Arabia
dan Indonesia yang menunjukkan sisi-sisi perbedaan antara satu wilayah dengan
wilayah lainnya. Walaupun harus diakui pemahamannya mungkin bisa disederhanakan
menjadi boleh atau tidak boleh, namun muara akhir dari undang-undang ini belum
secara definitif mengarah ke sana dan masih ngambang,

. Necgara Turki dalam hal ini adalah bagian dati negara yang cukup radikal dalam
melakukan pembaharuan hukum keluarga. Hal ini tidak lepas dari tindakan negara
tersebut yang menghapuskan sama sckali nilai-nilai syariah dalam peraturan
perundang-undangnya. Turki melarang secara cksplisit dalam materi unadang-
undang sipilnya (The Civil Code Tshun 1926), dan bagi yang melakukannya
dikenai sanksi hukum (punishment). Sanksi hukum tersebut berimplikasi pada
batalnya perkawinan yang kedua tersebut oleh pengadilan setempat. Idealisme
dalam undang-undang tersebut, ternyata dihadapkan pada kenyataan masih
banyaknya tindakan tradisional yang terjadi di dataran bawah masyarakat yang

cenderung secara bebas melakukannya, Dengan demikian globalisasi belum tentu
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sccara sempurna mempengaruhi cara pandang, paradigma dan kerangka berpikir
masyarakat,

2. Adapun Saudi Arabia mewakili dari tipe negara-negara muslim kontemporer yang
lambat, atau untuk mengatakan tidak sama sekali mengadakan pembaharuan
hukum dalam wilayah hukum keluarga dan memberlakukan syari’ah sebagai dasar
konsitusi. Dengan kata lain, poligami yang berlaku di Saudi adalah ketentuan
hukum mazhab Hanbali, tanpa adanya pengaruh dari hukum-hukum Barat. Namun
satu hal yang penting menjadi catatan di sini adalah, masih diakuinya perjanjian
dalam sebuah kontrak perkawinan dan ini ditandai dengan adanya pengakuan hak
istri untuk mengajukan tuntutan cerai jika suami tersebut melanggar perjanjiannya.
Namun pemikiran tentang ketentuan ini tidak ierlaksana pada tataran apiikatifnya
di Saudi Arabia. Hal ini tidak lepas dari sistem hukum yang dianut Saudi Arabia,
yakni mazhab Hanbali yang membolchkan poligami asal tidak lebih dari empal
orang istri. Tambahan lagi, rakyat Saudi Arabia sampai saat ini masih
mempertahankan nilai-nilai tradisi Islam dan tafsiran tradisional tentang dasar-
dasar Islam dan ini berimplikasi pada maasih kentalnya nuansa patriarkhat dalam
kehidupan keluarga pada masyarakat Saudi. Masyarakat Saudi pada umumnya
berkeyakinan bahwa syarjah adalah hukum Tuhan. Peraturan hukum tersebut telah
mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan mencakup segala aturan dalam
bidang hukum, konstitusi, hubungan internasional, kejahatan, hukum sipil perdata

dan keluarga, dan aturan tentang perdagangan.
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Indonesia memperlihatkan perkembangan yang berbeda pula dalam menyikapi
status hukum poligami tersebut. Sesuai dengan mazhab hukum yang dianut, yakni
mazhab Syafji maka institusi poligami di Indonesia masih menjadi praktek yang
dilegalkan. Namun dalam rangka pembaharuan yang dilakukakan selama ini,
menyebabkan pelaksanaan poligami dipersulitkan sccara prosedural oleh
pengadilan. Hal ini menyebabkan praktek ini secara legal-formal sulit untuk
dilakukan dan membutuhkan pengesahannya secara hukum. Peraturan tentang
poligami ini pada awalnya adalah untuk melindungi kaum perempuan yang
cenderung sering menjadi korban dalam rumah tangga, sehingga hal tersebutlah
yang kuat mendesak pemerintah membuat produk peraturan yang melindungi para
istri akibat kurangnya tanggungjawab suami secara hukum daiam kchidupan rumah
tangga. Namun pada dataran cmpirik, ternyata berakibat pada problematisnya
permasalahan yang muncul, yakni dengan banyak terjadinya kasus poligami sirri
yang dilakukan masyarakat. Metode ftakhayur, talfig, dan interpretasi serta
reformulasi atau extra doktrinal reform sangat bnayak mewarnai pcmbaharuan
hukum dari scgi metodcnya.

Penelitian ini juga telah menunjukkan bahwa secara massif undang-ndang

Hukum Kcluarga ini telah beranjak dari ketentuan kitab #igh konvensional, bahkan ada

yang ckstrem meninggalkan hukum syarjah sama sekali dan menggantinya dengan

hukum sekuler, di samping juga menunjukkan adanya dinamika saling melaju ke
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depan, dengan menampakkan grafik saling berlomba dan mendshului dalam hal

progresifitas dari masing-masing undang-undang,

B. Saran-Saran

Jika kita menilik subyek pembahasan yang dikaji dalam studi ini, yakni hanya
pada masalah poligami. Tema poligami merupakan salah daripada tiga belas tema
reformasi hukum yang tengah dilakukan dalam rangka proses pembaharuan hukum
keluarga.

Studi tentang poligami inipun masih hanya melingkupi pada tiga negara saja,
dan kiranya penyusun di sini juga melihat perlunya tindaklanjut studi ini karena dalam
situasi dan kondisi tertentu, konsepsi pembuharuan terus dan akan tcrus berjalan
dengan semangat reaktualisasi hukumnya sampai kehidupan di dunia ini selcsai.
Untuk konteks Indonesia saat ini tengah bergulir wacana Islam Liberal yang mungkin
juga menuntut pembaharuan atau rekonstruksi atau dekonstruksi pemikiran Hukum
Keluarga yang lebih progresif, radikal dan memerlukan tinjauan ulang meninjau
kembali nilai-nilai yang lebih bersifat universal dan penghormatan terhadap hak-hak

asasi manusia dalam melihat perkembangan zaman yang makin kosmopolit.
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Lampiran I

TERJEMAHAN

II 27 14 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak)  perempuan  yatim  (bilamana  kamu
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang
kamu senangi: dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu
takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah)
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat

aniaya.

II 27 15 Pertahankanlah yang empat orang (dari istri-istrimu) dan
ceraikanlah yang lainnya.

I 31 26 Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di
antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat
demikian.

I 37 42 Karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu
cintai), schingga kamu biarkan yang lain tcrkat ung-katung. |

11 38 44 Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa *
bercampur dengan istri-istri kamu, mercka adalah pakaian
bagimu dan dan kamu adalah pakaian bagi mereka

—

v 89 34 Sesunguhnya faktor utama dari sebuah akad itu berasal
dapat maksud dan tujuan, bukan pada lafaz dan ckspresi.




Lampiran IT
BIOGRAFI TOKOH

A, Ataturk, Mustafa Kemal

Kelompok nasionalis Turki menyebutnya sebagai Ataturk (Bapak Turki) pada
tahun 1934, sebagai penghormatan dan pengakuan atas kecermelangannya saat menjadi
pahlawan yang mampu mengendalikan pasukan dan serta menyelamatkan bangsa Turki
dari penjajahan Yunani dan gangguan bangsa Eropa yang merobek-robek kesatuan
Daulah Usmaniyyah pada Perang Dunia 1. '

Mustafa Kamal adalah pendiri bapak pendiri negara Turki Modern. Diangkat
menjadi Presiden pada tahun 1923 dan mengganti sistem kekhlaifahan dengan negara
republik, dan menetapkan bahwa negara harus ditetapkan seperts yang ada di Eropa,
tanpa harus melihat masa lalu atay tradisi yang pernah berlaku. Ia meninggal pada

November1938 setelah berkuasa selama kurang lebih lima belas tahun,

B. Gokalp, Ziya

Ziya Gokalp yang terlahir yang terlahir dengan nama Mehmed Zia adalah satu
diantara para pemikir Turki Muda. Banyaknya pemikir di Turki ini mewakili juga
adanya tiga golongan yag ada dalam masa itu, yakni dari pihak Islam, Barat dan
Nasionalis. Gokalp disini adalah seorang Nasionalis Turki. Ia lahir di Diyarbakar. la
masuk salah satu sekolah tinggi moden yang ada pada waktu itu di Diyarbakar untuk
memperoleh ilmuy péﬁgemhuan dan untuk belajar bahasa Perancis.

Padé tahun 1908, setelah berhasilnya gerakan Turki Muda dalam nenghidupkan
kembali konstitusi 1876, ia banyak melaksanakan penulisan artike] da'am hidupnya.
Pada tahun 1912 ia diangkat sebagai guru besar dalam ilmu sosial 4i Universitas
Istambul. Disanalah ia berkenalan dengan kaum imigran asal Turki dar Rusia dan

terpengaruh pada ide Pan-Turkisme mereka. la menggabungkan diri dengan kelompok



Mustafa Kemal dan pada tahun 1923 diangkat menjadi anggota Majelis Nasional

Agung. Setahun kemudian ia meninggal dunia.

C. Sa’ud, Abdul Aziz, Ibn

Abdul Aziz yang nama lengkapnya adalah Abdul Aziz bin Abdur Rahman bin
Faishal bin Turki Abdullah bin Muhammad as-Sa’ud (Riyadh, November 1880-Ta'if, 9
November 1953). Raja pertama kerajaan Saudi Arabia (a/-Mamlakah ql-"Arabiyah as-
Sa’udiyyah) dari keturunan keluarga Sa'ud yang berhasil kembali kerajaan dan dinasti
Wahhabi di jazirah Arab.

la putra sulung Abdur Rahman, pewaris kekuasaan keturunan Sa'ud dengan siti
Sarah binti Sudairi yang berasal dari wilayah Wadi Dawazir di sebelah selatan Nejd.
Buyut Abdul Aziz adalah paman Sa'ud besar, yaitu Sa'ud yang bersama-sama dengan
sahabatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah meletakkan dasar kebesaran
kaumnya dan telah memperoleh hasil dalam pembaharuan yang pertama diperjuangkan
oleh kaum Wahabi.

D. Taimiyah, Ibn

Ahli figh mazhab Hanbali yang pengaruh pemikirannya sangat besar terhadap
gerakan ‘Wahabi’ di Saudi Arabia dan gerakan ‘Sanusi’ serta kelompok-kelompok
agama eksterm yang terdapat pada masa ini.

Ibn Taimiyyah masih digolongkan sebagai wung tombak pembaharuan pada
zaman Mamluk dan termasuk salah seorang ahli figh yang paling bersemangat, lantang,
dan berpikiran dalam dengan gaya ungkapnya yang sangat menarik untuk selalu
berijtihad. Tidak kurang dari dua ratus ribu orang yang mengantarkan jenazahnya pada

tahun 1328 M saat menghembuskan nafas terakhirnya di Damaskus.

E. Hanbali, Imam

Imam Ahmad ibn Hanbal lahir di Bagdad pada bulan Rabi'ul Awwal 164 H dan
wafat pada tahun 241 H. Ia adalah seorang guru yang sangat ahli dalam bidang figh,

1ii



hadis dan bahasa Arab, disamping itu ia juga benara-benar menegtahui mazhab para
sahabat dan tabi'in. Karyanya terkenal adalah a/-Musnad yang berisi 40.000 hadis

Imam Hanbali pertama kali belajar ilmu agama Islam kepada guru-gurunya di
Bagdad, selanjutnya ketika usianya beranjak 16 tahun dan meneruskan pelajarannya ke
berbagai tempat yaitu Basrah, Syam, Yaman, Makkah dan Madinah. Dianatara guu-
gurunya adalah Sufyan ibn Uyainah, Ibrahim ibn Sa'ad dan Yahya ibn Qattan.

F. Hanafi, Imam

Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit (80-150 H) sebagai pendiri mazhab Hanafi
adalah imam mazhab yang paling banyak menggunakan rasio (akal) dan kurang
menggunakan hadis Nabi SAW. Sikap semacam ini paling tidak dikarenakan ia seorang
keturunan Persia dan bukan keturunan Arab; tempat tingalnya Irak adalah merupakan
daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban serta jauh dan pusat informasi Hadis
Nabi SAW.

Oleh karena itulah ia terkenal sebagai seorang rasionalis (ahl/-ra 'yah). Seorang
teoritis, sistem ijtihadnya secara berurutan didasarkan kepada al-Qur an, Sunnah. Ijma’.
Qiyas, Istishsan dan 'Urf, Diantara guri yang mempengaruhi jalan pikirannya adalah

Hammad bin Abi Sulaiman.
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